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MOTTO

Fhen they push when they pull ,

Tell me can You hold on

Fhen they say you should change,

Can you 1ift Your head high and Stay strong

Fill you give up , give in , when your heart’ s Ccrying out that
Is wrong

Fe keep forget ting that the one thing
Ke should know is
“Don’ ¢t pe scared to fly alope R
find a path that is your own
Love wil] open every door jt’ S In your hand 5
the world js Your
Don’ t hold back and always know ,
All the answer will unfold
¥hat are You waiting for
Spread your wings and soar “

St essssstsctnnnnna,

“SOAR”
By : CHRISTINA AGUILERA
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hanya dengan rahmat dan ijinnyalah skripsi tentang Hukum Perburuhan dapat

terselesaikan dengan baik.

3. Dosen pengujiku , By Lanny Ramli., S.H., M.Hum., dan Pak Martin ..

Souhoka., S.H., M.S., terima kasih Jjuga telah memberi wakty untuk
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“ajaran-ajaran” mu, khusus untyk skripsi ini, ada 3 hal yang kuingat”
bagaimanapun hasil akhirnya yang penting usaha duyjy Jjadi PD aja kan ga
merugikan orang lain”, “skripsi bukan dipikirin tapi dikerjain”, “Hard Day
Will B Made A Colorful] Day”  aku yakin kalauy kita ditakdirkan bersama
Pasti akan bersama tapi kalaupun tidak aku ingin orang ity menyayangiky
sepertimu duly,

9. My ganks, vanny, dian, retha, linda, fara, ayu, ajenk, aris, Mmayank, elen,
fajar, kania, tantri, setiap aky mendengar lagu Lembayung Bali milik Saras
Dewi aku selaly ingat kalian dap Mmenangis karena sudah banyak ha] yang
telah kita lajy; bareng—bareng. Aku sayang kalian guys.

10. My advisor » andri , makasih jadi tempat aky Nanya-nanya and coklat-
coklat yang kamy kasih.

I'1. Anak *00 lainnya | “mas» candra,ganknya nana’,ganknya zendy,ganknya
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riza, you are too much guys | cant mention you all, but kalian emang OK

Jadi temen selama ini,

12. Gank kost-kostsanku, mbak penny yang sering nganterin aky kemana-

mana,om cep,fikri, mbak titik, mas Yanto dan keluarga, mbak narti and
family,papi-papi.

I3. Raflesia p bolo-bolonya » terima kasih untyuk kesempatan untyk
ngembangin bakat nyanyiku.

14. Dan lainnya yang tak dapat aky sebutkan saty persatu, wuuihh, . .
ternyata aky selama jnj beruntung dikelilingi orang-orang yang

- menyayangiky dan tentunya bermanfaat, hehe.

15.MTV | you are the best music television deh pokoknya.

Surabaya, 18 Jui; 2004
Penulis
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BABI
PENDAHULUAN

1. Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusan Masalah
Latar Belakang

Kalau kita perhatikan dari waktu ke waktu dan sampai detik inipun
masalah ketenagakerjaan selalu saja timbul. Masalah-masalah yang timbul
tersebut banyak yang merupakan masalah klasik, dimana tidak adanya
keseimbangan antara kepentingan perusahaan dengan hak-hak para pekerjanya.
Padahal yang di harapkan para pekerja tersebut adalah adanya jaminan bagi
kesejahteraan dan pemenuhan hak-haknya sebagai pekerja yang berusaha keras
memenuhi kewajibannya.

Pada kenyataannya faktor tenaga kerja sebagai Sumber Daya Manusia
dalam Pembangunan Nasional merupakan faktor terpenting di banding faktor
penunjang yang lainnya, yaitu modal dan keadaan alam, banyak contoh negara
yang dapat kita lihat, di mana faktor alam dan modal pada awalnya tidak besar,
tetapi karena faktor tenaga kerja dalam kaitannya dengan faktor Sumber Daya
Manusianya yang berkualitas mampu membangun negaranya menjadi negara
yang baru berkembang kemudian menjadi negara berkembang bahkan mampu
menjadi negara maju, contohnya yaitu: negara Singapura, China, Taiwan, Korea
Selatan dan Jepang, dimana negara-negara tersebut sekarang dikenal menjadi
negara-negara industri baru atau The New Industrial Country ( NIC ). Terlebih

lagi negara Jepang, yang pembangunannya dimulai di atas puing-puing dan

SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA... AINI MASYITAH
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kehancuran perang serta tidak begitu di dukung oleh kekayaan alam yang begitu
besar, namun karena pembangunan negaranya didukung oleh faktor Sumber Daya
Manusia“yang berkualitas tinggi, maka kita dapat melihat Jepang adalah suatu
negara industri yang sangat maju dan disegani diseluruh dunia.

Sekarang bagaimana dengan negara kita, Republik Indonesia, kondisi
Sumber Daya Manusia pada kenyataannya menunjukkan bahwa kondisi atas
ketenagakerjaan sebagai penunjang keberhasilan tujuan pembangunan nasional
masih belum sepenuhnya menjadi pendukung utama, bahkan menjadi salah satu
faktor penghambat karena berbagai alasan, yang paling utama adalah karena
kualitas yang kurang sehingga tidak mampu bersaing dan masih lemahnya
penegakan dari hukum ketenakerjaan yang berlaku.

Pada periode tahun 2003, pemerintah mengatakan bahwa angka
pengangguran saat itu sekitar 38 juta jiwa, sementara Pusat Studi Tenaga Kerja
dan Pembangunan (CLDS) mengatakan sekitar 40 juta jiwa, dan tahun 2004 akan
mencapai 42 juta jiwa. Mereka itu disebut setengah pengangguran karena bekerja
kurang dari 40 jam dalam satu minggu. Dari angka tersebut sekitar 9 juta jiwa
berstatus pengangguran terbuka, yakni mereka yang sama sekali tidak beke:ja.
Menteri Koordinator Perekonomian, Dorodjatun Kunjoro Jakti mengatakan
pemerintah mentargetkan pertumbuhan perekonomian pada RAPBN pada tahun
2004 sebesar lima persen atau meningkat satu persen dari target pertumbuhan
tahun 2003 yang sebesar empat persen. Menurut Organisasi Buruh Internasional
(ILO) pada setiap pertumbuhan satu persen akan mampu menyerap 400.000

tenaga kerja. Namun para ahli juga memperingatkan bahwa angka penyerapan
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mereka mengajukan tuntutan atas hak-hak normatif mereka tersebut, baik sendiri
maupun kolektif atay bersama-sama. Pada kenyataannya, faktor utama adanya
PHK adalah dari pihak pengusaya/majilcz_::ﬂorang yang memperkejakan mereka

tersebut.

Rumusan Masalah

inilah banyak menimbulkan permasalahan.
Masalah-mas;dah pokok yang akan di bahas adalah sebagai berikut:
A. Bagaimana pelaksanaan hak normatif pé‘k:'er_;j':;ilbe?r?kenaan dengan Pemutusan-—
Hubungan Kerja (PHK)_?

B. Bagaiman upaya hukum Yang . ditsmpuh. oleh pekegﬁslbihﬁqk-hak normatif
pekerja yang bersangkutan tidak terpenuhi?..

2. Penjelasan Judul

AINI MASYITAH
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“PERLINDUNGAN H UKUM BAGI PEKERJA KARENA PEMUTUSAN
HUBUNGAN KERJA OLEH PENGUSAHA”

Pengertian Pemutusan Hubungan Kerja menurut Keputusan Menter;
Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Kep-150/Men/2000 tentang
Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang
Penglitargaan Masa Kerja dan Gantj Kerugian di Perusahaan adalah pengakhiran

hubiingan kerja antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan izin Panitia Daerah

atau Panitia Pysat.

segala seluk beluk mengenai PHK itu sendiri Sampai pada penyelesaian

sengketanya. Sehingga diharapkan Law in Book sama dengan Law in Action,

3. Alasan Pemilihan Judy]
Alasan-alasan pokok penulis memilih judul tersebut antara lain:
I. Masalah perburuhan yang sering timbul adalah pada bagian hubungan
kerja yaity pada Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK ) tersebut ;
2. Kesepakatan Kerja Bersama dan Perjanjian Kerja terutama yang
berkenaan dengan proses PHK sulit terbentuk pada perusahaan ;
3 Seringnya hak-hak buruh tidak tercover oleh hukum yang merupakan

suatu hal yang sangat ironi darj tujuan hukum jty sendiri .
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4. Tujuan Penulisan

- Tujuan akademis Yaitu untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana

5. Metodelogi

Masyarakat sebagaj pendukungnya,

5.2. Sumber Bahan Hukum
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melalui peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, buku-buky tentang

hukum ketenagakerjaan, makalah-makalah ilmiah dan Jain sebagainya.

Mmenganalisa bahan-bahap hukum itu sendiri antara lain:
1. Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaky
2. Buku-buky tentang hukum

3. Artikel tentang hukum

5.4. Analisa Bahan Hukum
6. Pertanggungjawahan Sistematika
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(POST EMPLOYMENT)

1. Pemutusan Hubungan Kerja
L.1. Pengertian

Pengertian darj Pemutusan Hubungan Kerja tersebut akan kita telaah darj
berbagai sumber, pertama dari peraturan perUndang—Undangan tentang

Ketenagakel;iaan, Yaitu pada pasal | angka 25 Undang-Undang Nomor 13 Tahun

12
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sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat | huruf G Undang—Undang Nomor 22
tahun 1957 tentang Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, yang akan

dijelaskan pada bab tersendiri.

tertentu .dan menyryt Abdul Hakim dajam bukunya berjudul Hukum

Ketenagakerjaan Indonesia menyebutkan bahwa PHK oleh pengusaha adalah

pekerja/buruh atay mungkin karena faktor-faktor Jain seperti Pengurangan tenaga
kerja, perusahaan tutup karena merugi, perubahan status dan sebagainya.Dari
pengertian-pengertian yang berasal dari berbagai sumber tersebut dapat ditarik
kesimpulan unsur-unsur umum dar; pengertian PHK oleh pengusaha, yaijty:

1. Pengakhiran hubungan kerja

2. Terjadi antara pekerja dengan pengusaha

3. Disebabkan karena suaty hal

% Hal im,A. Ridwan, 1990. Hukun Perburuhan Dalam Tanya Jawab,Ghalia Indonesia,

AINI MASYITAH
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Sebelumnya perlu diketahui bahwa landasan pokok pada penentuan
peraturan perUndang-undangan yang digunakan penulis adalah Keputusan
Menteri Tenaga Kerja Repblik Indonesia Nomor: Kep-150/Men/2000 tentang
Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang
Penghargaan Masa Kerja, dan Ganti Kerugian di Perusahaan, dan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagai acuan utama

dengan peraturan perUndang-Undangan lainnya yang berhubungan sebagai
pendukung.

1.2. Ketentuan

Menurut pasal 2 ayat 1 (satu) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik

Indonesia Nomor: Kep-150/Men/2000 tentang Penyelesaian Pemutusan

Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja,
dan Ganti Kerugian menetapkan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang di
lakukan oleh pengusaha atas nama perusahaannya harus mendapatkan izin dari
Panitia Daerah untuk PHK perorangan dan dari Panitia Pusat untuk PHK massal,
yang juga diatur dalam pasal 151 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, tetapi
pada ayat 2 (dua ) nya jo pasal 154 UU.No.13 Tahun 2003 mensyaratkan bahwa

PHK dapat dilakukan oleh pengusaha tanpa perlu meminta izin dari P4P atau P4D
dalam hal-hal sebagai berikut:

I. Pekerja/buruh masih dalam masa percobaan

bilamana telah
dipersyaratkan secara tertulis sebelumnya;

SKRIPSI
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2. Pekerja/buruh mengajukan permintaan Pengunduran diri secara tertulis
atau  kemauan sendiri tanpa ada indikasi tekanan/intimidas;i dari
pengusaha, berakhirnya hubungan kerja sesuai dengan perjanjian kerja

waktu tertenty untuk pertama kali;

perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atay kesepakatan kerja bersama

atau peraturan perUndang—Undangan yang berlaku;

waktu tertenty dikarenakan masa berlakunya telah berakhir atay karena
pekerjaan yang diperjanjikan telah selesai;
5. Pekerja/buruh meninggal dunia.
Sedangkan Mmenurut pasal 2 ayat keempatnya Jjo pasal 153 Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 menegaskan bahwa PHK dilarang apabila:

I. Selama pekerja berhalangan menjalankan pekerjaannya karena sakit

AINI MASYITAH
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SKRIPSI



S AIRLANGGA
IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITA s

3. Pekerja/buruh menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya dan
disetujui oleh pemerintah;

4. Pekerja/buruh wanita hamil, gugur kandungan, atay melaksanakan
kewajiban menyusui bayinya yang telah diatur dajam Perjanjian Kerja atay
Peraturan Perusahaan atay Kesepakatan Kerja Bersama atau peraturan

perUndang—undangan Yang berlaku:

dengan pekerja/buruh lain d; dalam suaty Perusahaan, kecuali telah diatur
dalam Peraturan Perusahaan atay Kesepakatan Kerja Bersama;

6. Pekerja.buruh menikah;

8. Adanya pengaduan pekerja kepada Yang berwajib mengenai perbuatan
Pengusaha yang melakukan tindak pidana kejahatan;
9. Perbedaan paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis

kelamin, kondisi fisik atau statyg perkawinan;

AINI MASYITAH
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10. Pekerja/buruh dajam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja,
atau sakit karena hubungan kerja menurut keterangan dokter yang

Jangka wakty penyembuhannya belum dapat dipastikan,

hukum tidak sap.

2.2. Tata Cara
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3. Bila perundingan tersebyt ternyata tidak dapat menghasilkan kesepakatan
antara kedua belah pihak, pengusaha hanya dapat melakukan pemutusan
hubungan kerja dengan tenaga kerja setelah mendapat izin darj Panitia
Penyelesaian Perburuhan Daerah (P4D) bagi Peémutusan hubungan kerja
perorangan dan Papjtia Penyelesaian Perburuhan Pygat (P4P) bagi

Pemutusan hubungan kerja massal atay secara besar-besaran;

tersebut uang Pesangon, uang jasa ,dan uang ganti kerugijan lainnya sesyaj

dengan peraturan perUndang-U ndangan yang berlaku;

oleh pengusaha tersebut adalah:

a. Nama dan tempat kedudukan perusahaan;

C. Nama darj tenaga kerja atay karyawan darj Perusahaan tersebyt
Yang dimintakan Pemutusan hubungan kerja;

d. Umur dan jumlah keluarga pekerja;

€. Jumlah masa kerja dari setiap tenaga kerja yang dimintakan
pemutusan hubungan kerja;

f. Penghasilan terakhir berupa uang dan caty tiap bulannya;

AINI MASYITAH
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8. Alasan-alasan terhadap pengusulan Peémutusan hubungan kerja

Secara terperinci.

b. Mabok, madat, pemakaj dan/atau mengedarkan obat bius,
narkotika,psikon-opika,dan zat aditif lainnya dj tem pat kerja;

C. Melakukan perbuatan asusila di tempat kerja;

d. Melakukan tindak kejahatan;

€. Melakukan penganiayaan, menghina secara kasar atay mengancam
pengusaha atay keluarga Pengusaha atau teman sekerjanya dj
lingkungan kerjanya;

f. Membujuk pengusaha ataukah teman sekerjanya untuk melakukan
Sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlakuy
atau kesusil&an;

g. Dengan sengaja atau ceroboh merugikan atay membiarkan dala_m
keadaan bahaya barang-barang  milik perusahaan  yang

menimbulkan kerugian bagi perusahaan;
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nama baik Pemimpin perusahaan yang seharusnya dirahasiakan,
kecuali untuk kepentingan negara;

J. Melakukan penipuan,pencurian,atau penggelapan barang dan/atay
uang milik perusahaan;

k. Melakukan perbuatan lainnya dj lingkungan kerjanya yang

diancam pidana penjara 5 ( lima ) tahun atau lebijh,

N0.13/2000, vaitu:

a. Pekerja/buruh tersebut tertangkap tangan:

b. Ada pengakuan dari pekerja/buryh yang bersangkutan; atau

c. Bukti lain berupa kejadian Yang dibuat oleh pihak yang berwenang perusahaan
yang bersangkutan dan didukung sekurang—kurangnya 2 (dua) orang saks;i,

7. Apabila Pemutusan hubungan kerjanya dilakukan tanpa memberikan uang
Pesangon dan atay uang jasa, maka selama izin dari P4D atay P4p belu_m
diberikan dan apabila juga diadakan tindakan skorsing, maka tenaga kerja
Yang terkena PHK tersebut berhak mendapat upah serendah-rendahnya
lima puluh Persen dari yang telah ditentukan dan skorsing berlaky paling
lama enam bulan dan setelah masa skorsing berakhir, pekerja tersebut

tidak mendapatkan upah lagi.
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Adapun tata cara pemutusan hubungan kerja menurut Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 adalah sebagai berikut:

1. Sebelumnya kedua atau semua pihak (pemgusaha, pekerja, serikat pekerja
bila PHK massal) harus melakukan segala upaya untuk menghindarkan
terjadinya PHK:

2. Apabila tidak dapat dihindari, maka Para pihak tersebut mengadakan

perundingan dengan Mmusyawarah untuk mencapai kata mufakat;

Penetapan disertai dasar dan alasan-alasan kepada lembaga penyelesaian
perselisihan hubungan industrial;

5. Permohonan tersebut disampaikan kepada Panitia Perselisihan Perburuhan
Daerah (P4D) untuk PHK dengan Jumlah pekerja kurang darj 10 (' sepuluh
) orang dan bila pekerjanya lebih dari 10 (sepuluh) Orang maka diajukan
ke Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pysat (P4P);

6. Selama belum ada penetapan atay Putusan dari kedua lembaga tersebut,
maka kedua belah pihak tetap harys melaksanakan kewajiban masing-
masing.

Selanjutnya Pada PHK secara massal pengusaha dapat melakukan tindakan-
tindakan bertahap sebagai berikut-
a. Penyelamatan perusahaan, yaitu usaha peningkatan efisiens; dan

penghematan apabia terjadi PHK massa] yang disebabkan oleh

AINI MASYITAH

A...
| PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJ
SKRIPS



GA
IVERSITAS AIRLANG
IR-PERPUSTAKAAN UN 21

keadaan Perusahaan, seperti rasionalisasi, resesj ekonomi, dan lajn-
lain dengan melakukan upaya perbaikan, antara lain:?
i. Mengurangi shift;
ii. Mengatasi atay mengurangi shift:
iii. Mengurangi Jjam kerja;

iv. Peningkatan usaha, usaha efisiensi dan penghematan Jajn-

AINI MASYITAH
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C. Apabila usaha-usaha tersebut diatas telah ditempuh dan ternyata
tidak atau belum berhasil, maka mulai diproses pemutusan
hubungan kerja melaluj ketentuan Undang-Undang Nomor 13
tahun 2003;

d. Penyaluran dan penampungan;

€. Pendaftaran kepada bursa tenaga kerja dan diusahakan kesempatan

kerja baru atay dig idik melalui latihan kerja sesuaj kebutuhan,

4. Faktor-Faktor Penyebab
2.1. Faktor Internal

Faktor internal jn; merupakan faktor yang berasal darj Perusahaan ity
sendiri, faktor-faktor tersebut antara lain:

L. Kebijakan darj pengusaha

Pengusaha dengan disertaj berbagai alasan yang dapat dibenarkan, terutama
dibenarkan oleh peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, Haj tersebut
telah di jelaskan pada bagian tata carg PHK diatas pada bagian tersendiri dan
lebih pada Peémutusan hubungan kerja secara perseorangan,

2. Keadaan Perusahaan

AINI MASYITAH
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dari peraturan
perUndang-Undangan yang berlaku yaity Undang—Undang
Nomor |
r 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaa, hal-hal tersebut antara lai
c n:
2. 1. Terjadi |
Jadinya perubahan status perusahaan, penggabungan peleb
19 uran,

atau perubahan kepemilikan perusahaan

156 ayat 2.
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2. 2. Perusahaan mengalami pailit

(satu) kali sesuaj apa yang diatur daJam pasal 156 ayat 2, uang penghargaan
masa kerja sebesar | (satu) kali sesuaj Pasal 156 ayat 3 dan uang penggantian
hak sebesar | (satu) kalj Juga sesuai pasal 156 ayat 4.

2.3. Penutupan Perusahaan Yang akhirnya dapat mengakibatkan pekerja

melakukan mogok kerja secara massal

ketentuan pasal 146 Sampai dengan pasal 149 Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 22 tahyn 1957 berikut hal-

hal yang diatur dalam Undang—Undang Nomor 13 Tahun 2003 tersebut-
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*  Pengusaha tidak dibenarkan melakukan pen utupan perusahaan (lock out)
sebagai tindakan balasan sehubungan adanya tuntutan normatif darj
pekerja dan atay dari serikat pekerja (pasal 146 ayat 1);

"  Tindakan pe€nutupan perusahaan (lock out) harus dj lakukan sesyaj dengan

ketentuan hukum Yang berlaku (pasal 146 ayat 1);

atau serikat pekerja, serta instansi yang bertanggung Jjawab dij bidang

ketenagakerjaan setempat sekurang-kurangnya 7 (tujuh) harj kerja

sebelum Penutupan perusahaan (lock out) dilaksanakan (pasal 148 ayatl);
*  Pemberitahuan pengusaha sekurang-kurangnya (pasal 148 ayat 2)

memuat:

I.  Wakty (hari, tanggal, dan jam) dimulai dan diakhiri penutupan

Perusahaan (lock out) dan;

*  Pemberitahuan tersebut ditandatangani oleh pengusaha dan/atay

pimpinan Perusahaan yang bersangkutan (pasal 148 ayat 3);

AINI MASYITAH
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*  Pemberitahuan Pengusaha tidak diperlukan (pasal 149 ayat 6) jika:

1. Pekerja dan serikat pekerja melanggar prosedur pasal 140;

peraturan perUndang—Undangan yang berlaku,
Disebabkan oleh hal-hal tersebyt pekerja dapat melakukan mogok kerja
sebagai aksi kekecewaan mereka terhadap kebijakan dari pengusaha yang akan
menutup perusahaan tempat mereka bekerja, dan haj inipun harys sesuai dengan

peraturan perUndang-Undangan Yang ada Menurut Pasal 1 angka 23 yy Nomor

* Pekerja dan/atay serikat pekerja yang bermaksud mengajak pekerja yang lain

AINI MASYITAH
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Yang dimaksud dengan perusahaan yang melayani kepentingan umum
dan/atau perusahaan yang jenis kegiatannya membahayakan keselamatan jiwa
manusia adalah rumah sakit, dinas pemadam kebakaran, penjaga pintu
pelintasan kereta api, pengontrol pintu air, pengontrol arus lalu lintas udara,
pengontrol arus lalu lintas laut.
Sedangkan yang dimaksud dengan pemogokan yang diatur sedemikian rupa,
yaitu pemogokan yang dilakukan oleh pekerja yang tidak sedang
melaksanakan tugas.
Sekurang-kurangnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum mogok kerja
dilakukan, pekerja dan serikat pekerja wajib memeberitahukan secara tertulis
kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan setempat (pasal 140 ayat 1);
Pemberitahuan yang dimaksud pasal 140 ayat 2 sekurang-kurangnya memuat:
1. Waktu (hari, tanggal, dan jam) dimulai dan diakhiri mogok kerja*
2. Tempat mogok kerja;
3. Alasan dan sebab-sebab mengapa harus melakukan mogok kerja dan;
4. Tanda tangan ketua dan srkretaris dan/atau masing-masing ketua dan
sekretaris serikat pekerja sebagai penanggungjawab mogok kerja.
Dalam hal mogok kerja dilakukan oleh pekerja yang tidak menjadi anggota
serikat pekerja, maka pemberitahuan ditandatangani oleh perwakilan pekerja

yang ditunjuk sebagai koordinator dan/atau penaggungjawab mogok kerja

(pasal 140 ayat 3);

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA... AINI MASYITAH
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upah (pasal 145)

Kendatipun demikian penutupan perusahaan dengan disertaj pPemogokan
oleh para pekerjanya diakyj oleh peraturan per Undang-Undangan yang ada tetapi

kurang mengedepankan prinsip awal dalam suaty penyelesaian perselisihan

hubungan kerja, Pengusaha sedapat mungkin menghindar; terjadinya penutupan
Perusahaan ( lock out ) dan pekerja sedapat mungkin menhindar; terjadinya

mogok kerja/unjuk rasa (slowdown ).

2.2. Faktor Eksternal

1. Peraturan perUndang—Undangan Yang mengatur

AINI MASYITAH
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a

2. Pemerintah
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Secara normatif diatyr dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1948 jo Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 195] tentang Pengawasan Perburuhan, Pengawasan
terhadap pelaksanaan ketentuan hukum nantinya akan menjamin pelaksanaan hak-
hak normatif pekerja sehingga antara pekerja dan Pengusaha untuk sejajy taat

pada ketentuan peraturan perUndang-Un&angan yang berlakuy dj bidang

L. Selaly tanggap terhadap keadaan hubungan industrial Pada setiap

perusahaan;

ketentuan normatif,

3. Organisasi Pengusaha

* Abdul Khakim,ibid.,hal.104
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Organisasi pengusaha ini dapat mempengaruhi keputusan pengusaha untuk mem
PHK pekerja atay pekexja—pekerjanya.
Meskiﬁﬁh demikian keberadaan organisasi pengusaha ipj tetap

‘memberikan  peranan yang tidak kalah pentingnya  dalam hubungan

A . KADIN (Kamar Dagang Indonesia)
KADIN Mmerupakan wadah bagi Pengusaha Indonesig dan bergerak dalam

bidang perekonomian Yang tujuannya ada|ah:

L. Meﬂlhngdm mengemhapggar_;-_‘_hgmz;_mpuan, kegiatan, dan kepentingan
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rangka mewujudkan kehidupan ekonomj dan dunia usaha nasional yang sehat
dan tertib berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945:

2. Menciptakan dan mengembangkan  iklim usaha yang memungkinkan
keikutsertaan yang seluas-luasnya bagi pengusaha Indonesia sehingga dapat

berperan serta Secara efektif dalam Pembanguan nasiona.

B. APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia)

Asosiasi Pengusaha Indonesia adajap Suatu wadah kesatyan para

dan pekerja. Tujuannya antara lain adalah:
1. Mempersatukan dan membing pengusaha serta memberikan layanan

kepentingannya di dalam bidang sosia] ekonomi;

serta  aktif yngyk mewujudkan pembangunan nasional menuju
kesejahteraan sosial, Spiritual, dan materiil;

4. Menciptakan adanya  kesatuan pendapat  dajam melaksanakan
kebijaksanaan atau ketenagakeqiaan dari para pengusaha yang dj sesuaikan
dengan kebijaksanaan Pemerintah,

Dari tujuan-tujuan tersebut maka hampaklah bahwa penciptaan iklim
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1. Dengan tangan terbuka bersedia menerima serikat pekerja/serikat buruh;

2 Memperhatikan dan tanggap terhadap kondis; upah dan kesejahteraan
pekerja/buruh;

3, Memperlakukan pekerja/buruh Sécara  manusiaw;j dan sekaligus
memperlakukan pekerja/buruh sebagai mitra kerja;

4. Mengembangkan forum komunikas;j » Musyawarah antars pekerja/buruh

dengan Pengusaha , termasyk fasilitas-fasilitas yang diperlukarmya;

* Abdul Khakim,ibid,hal.103
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UPAYA-UPAYA HUKUM YANG DITEMPUH PEKERJA
KARENA PHK OLEH PENGUSAHA

1. Hak-Hak Tenaga Kerja Yang diPgK

masa kerja, dan uang ganti rugi, yang sudah ditentukan dalam Keputusan Menteri

Tenaga Kerja tersebut. Kepmenaker in; pemah  mengalamj revisi dengan

melakukan berbagai aks;j. Karena ity Kepmenaker Nomor 150 tahun 2000
diberlakukan kembali. Beberapa ketentuan yang mengalami revijs; tersebut antara

lain apabia pekerja mengundurkan dijr Secara baik-baik dajam Kepmenaker
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kepada pekerja sebagai akibat dari PHK yang jumlahnya disesuaikan dengan masa

kerja pekerja. Ketentuannya adalah sebagai berikyt:

1. Masa kerja kurang dar; | tahun I bulan upah
2. Masa kerja 1 tahun s/d <2 tahun 2 bulan upah
3. Masa kerja 2 tahun s/d < 3 tahun 3 bulan upah
4. Masa kerja 3 tahyn s/d < 4 tahun 4 bulan upah
5. Masa kerja 4 tahyp s/d <5 tahun 5 bulan upah
6. Masa kerja 5 tahun s/q < 6 tahun 6 bulan upah
7. Masa kerja 6 tahun s/d < 7 tahun 7 bulan upah

EKERJA...
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI P
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8. Masa kerja 7 tahun s/d < 8 tahun 8 bulan upah

9. Masa kerja 8 tahun atay lebih 9 bulan upah

I. Masa kerja 3 tahun s/d < ¢ tahun 2 bulan upah
2. Masa kerja 6 tahun s/d < 9 tahun 3 bulan upah
3. Masa kerja 9 tahun s/d < 12 tahun 4 bulan upah
4. Masa kerja 12 tahyp s/d < 15 tahun 5 bulan upah
5. Masa kerja 15 tahyn s/d < 18 tahun 6 bulan upah
6. Masa kerja 18 tahup s/d <21 tahun 7 bulan upah
7. Masa kerja 21 tahyn s/d <24 tahup 8 bulan upah
8. Masa kerja 24 tahyp atau lebih 10 bulan upah

L3 Uang Ganti Rugi

kepada pekerja sebagaj Pengganti dari hak-hak pekerja tersebut yang belum
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1. Isti
trahat tahunan yang belum diambi] dan masanya belum gu
gur;
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Demikian Juga dengan uang penggantian fasilitas pengobatan dan Perawatan naik
dari hanya sebesar 5% menjadi 15% darj uang pesangon dan atau uang
penghargaan masa kerja/jasa, apabila masa kerjanya memenuhi syarat ypeyk
mendapatkan uang masa kerja/jasa,

Hak-hak pekerja atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja/jasa,
Maupun uang gantj rugi seperti yang telah di jelaskan diatas di dasarkan pada hal-
hal tersebut dj bawah ini:

I. Jika PHK karena pekerja mengundurkan dirj Secara sepihak atas kemauan
sendiri, maka pekerja yang bersangkutan hanya berhak mendapatkan uang

penghargaan mag, kerja/jasa dan ganti kerugian,
bersangkutan tetapi pekerja menerima PHK atag dirinya, maka dia berhak

mendaptkan uang pesangon paling sedikit 2 (dua) kali sesyaj ketentuan

pasal 22, untyk uang penghargaan masa kerja/jasa sesuaj ketentuan dalam

AINI MASYITAH
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pekerja berhak uantuk mendapatkan uang pesangon sebesar 2 ( dua ) kalj
Sesuai  dengan ketentuan Pada pasal 22 dan untuk ganti kerugian
berdasarkan ketentuan pada pasal 24, kecuali kedua belah pihak

menentukan Jajn,

cuma harus dj bayarkan Pengusaha kepada pekerja sebagaj subsidi, maka
sebagai upahnya dianggap selisih antara harga pembelian dengan jum|ah

upah yang harys d; bayarkan kepada pekerja.

2, Bentuk-Bentuj Perlindungan Hukumnya
2.1. Aspek Peraturan per Undang—Undangan Yang Mengatur

Dari penjelasan pada bab-bap sebelumnya, dapat kita simpulkan terlebih
dahulu Jenis-jenis Pemutusan Hubungan Kerja apa saja yang dilakukan oleh

Pengusaha yang ditetapkan dajam peraturan perUndang-Undangan Nomor 13
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mengalami paiit (pasal 165)
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mangkir selamga § (lima ) hari kerja atau lebih berturut-turyt tanpa keterangan

Secara tertuljs Yyang dilengkapi dengan bukt Yang sah dan te]ah dipanggil oleh

4. Menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja ;

b. Membujuk dan/atay menyuruh pekerja untuk melakukan perbuatan

3 (tiga ) bulan berturut-tury¢ atau lebih;
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IE)_

Pasal 16] ayat (3)

Pasal 160 ayat (7)
p

asal 162 ayat (1)

Pekerja/buryh melakukan pelanggaran
terhadap Perjanjian kerja, peraturan
Perusahaan, kesepakatan kerja bersama
atau ketentuap p “rundang-undangy
Ditahan pihak berwajib dan tidak dapat
melakukan pekerjaan atay dinyatakan

salah oleh pengadilan m
Mengundurkan diri secara baik-baik atas

h
Perubahan status, penggabungan, atay,

peleburan perusahaan, tetapj:
a) Pekerja/buruh tidak bersedia
melanjutkan hubungan kerjanya

Pengusaha tidak bersedia menerima
bekerja/buruh di Perusahaannys;
Perusahaan tutup karena merugi 2 (dua)
tahun terus-menerus, atau keadaan
memaksa (1orce majeure)

Psg + PMK + py
2 (Psg) + PMK +
PH

Pasal 163 ayat (1)

Pasal 163 ayat (2)

Psg + PMK + P Pasal 164
Ayat (3)
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Perusahaan tutup karena bukan merugi
atau keadaan memaksa (force majeure),
melainkan karena efiesiensi

" Perusahaan pailjt Psg + PMK + ph Pasal 165

Pekerja/buruh meninggal dunia _ 2 (psg) + Pasal 166
PMK + PH
Pekerja/buruh memasuki usia pensjun-

1).Ada Progam pensiun, dan iuran/premi
ditanggung sepenuhnya oleh
perusahaan,

2).Tidak ada program pensiun PMK + PH
el o
lebih berturut-turyt Ayat (3
pEngusaha PMK + PH Ayat (2
Pekerja/buruh sakit berkepanjagan, cacar | 2 (psg) + 2
tatap akibat kecelakaan kerja dan tidak Ayat 2
dapa ekerj

Psg = Uang Pesangon

3 (psg) + Pasal 16
PMK + py Ayat (1)

PMK = Uang Penghargaan Masa Kerja
PH = Uang Penggantian Hak
" *) Ditambah uang pisah bagi pekerja yang tugas dan fungsinya tidak
mewakilj kepentingan pengusaha secarg langsung (blue collar worker),
yang besar dan pelaksanaannya diatur dalam Perjanjian kerja, peraturan

Perusahaan, atay kesepakatan kerja bersama.
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Pasal 167 ayat 2 ),
- Jika iuran / premi pensiun d; bayar oleh pengusaha dan pekerja, maka yang
diperhitungkan dengan uang pesangon adalah iuran / premj Yang dibayar

oleh pengusaha ( Pasal 167 ayat 3 ).6

perlindungan hukum bagi pekerja dalam melidungi hak-hak normatifnya bajk

Pada tahap awsa) sampai timbulnya sengketa,

upah”. Sedangkan Pengertian Kesepakatan Kerja Bersama Menurut pasal | ayat 2
Undang—Undang Nomor 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan

menyebutkan  bahya- “Perjanjian perburuhan  adajah perjanjian yang

® Abdul Khakim,ibid.,hal. 120
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l. Tingkat Perusahaan (Bipatrit);

tersebut oleh pengusaha,

2. Pengusaha Wajib mengadakan musyawarah dan mengupayakan untyk
tercapainya kata mufakat antarg pekerja/serikat pekerja (pasal 136 ayat
1 Undang—Undamng Nomor 13 Tahun 2000).

3. Bila Upaya musyawarah untuk kata mufakat tersebut menemuy;j jalé_m
buntu, maka Pengusaha dan pekerja/serikat pekerja menyelesaikan
perselisihan hubungan industria] tersebut melaly; Prosedur yang tejah
di atur dalam peraturan perUndang—Undangan Yang berlaky (pasal 136
ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tah un 2000),
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2 .2. Tingkat Pemerantaraap ( Tripatrit )

kedudukannya;
4.  Bahwa ked i
ua belah pihak akan tunduk kepada putusan Yyang akan d
akan di

ambil oleh jury pemisah:

Menyepakati, kecualj-

I . Jika tern
yata pu
putusan tersebyt melampay kekuasaan Jjuru atau dew
an pemisah:
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adalah:

1 .Arbitrase
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yang memuat minima] hal-hal berikyt -

1.

2.

masalah yang dipersengketakan -

Nama lengkap dan tempat tingga| para pihak ;

- Nama lengkap dap tempat kedudukan arbiter atay majelis arbiter :

- empat arbiter atqy majelis arbiterase akan mengampi] keputusan :

nama lengkap sekretaris :
Jangka wakty penyelesaian sengketa ;

Peryataan kesediaan dari arbiter ;

10. Keputusan arbitrase Mmempunyai kekuatan hukum tetap dan akhir

KERJA...
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PE
SKRIPSI

Serta mengikat para pihak ( final and binding ).
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I. Dilakukan atas dasar permintaan salah satu atay Para pihak yang
berselisih ;
2. Permintaan tersebut disampaikan secara tertulis kepada pegawai

Perantara yang hertindak sebagai mediator :

penyelesaian perselisihan industria] tersebut ;
4. Penyelesajan tersebut dinyatakan dalam bentuk anjuran tertuljs ;
5. Apabila perselisihan industrial dapat diselesaikan melalui

mediasi, medjator membuat Persetujuan  bersama yang

yang telah dibrat:.
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penyelesaian inj adajah sebagai berikuyt:
a. Salah satu atay para pihak memberitahukan dengan surat kepada
Pegawai perantara kantor Depnaker setempat dan sekaligus sebagai
Permintaan kepada P€gawai perantara Kandepnaker untuk memberikan

perantaraan terhadap perselisihan yang terjadi ;

perdamaiannya temehut,ttgggt_*ﬂih;an Kan- dakam- __i_usr"PprjaJy‘ian Kerja
atau Kesepakatan Kerja Bersama : N
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c. Jika perundingan tidak menghasilkan persetujuan dan kareng pegawai

Perantara berpendapat bahwa perselisihan itu tidak dapat diselesaikan

e. Jika perundingan tidak menghasilkan persetujuan, P4D bersiap-siap
mengambil putusan bajk yang bersifat anjuran ataupun yang bersifat
mengikat. Dalam mengambil putusan tersebyt P4D menimbang dengan
mengingat hukum perjanjian yang ada, kebiasaan, keadilan, dan

kepentingan negara.

L. Anjuran, yajty Suatu putusan yang ditetapkan oleh Panitia Penyelesajan
Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) dengan Prinsip win-win solution
dalam artian tidak ada pihak yang merasa menang atau kalah karena
masih terbuka kemungkinan bagi pihak-pihak Yang berselisih untuk

melanjutkan atay meneruskan hubungan kerjanya,
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PIHAK YANG
MENGAJUKAN

JENIS PENYEBAR
PERSELISIHA PERSELIS!HAN
N

4

Perselisihan Hak a) Masalah hubungan kerja atay norma keja | Pengadilan Neger;

(conflict of, righs) ) (PN) atau P4py. P Seri
atau ) Hal-hal yang diatur alam ketentuan P4p+) erseorangan Serikat
(rech{gescﬁiffen) kctenngakeljaan (termas

pekerja/-serikag buruh, atay
Pengusaha
=>Pengadilan Negeri
(PN)
b) Serikat pekerja/- serika
buruh, atay pengusaha

2 P4D/-P4p

(UU No. 22 Tahyp
1957)
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Persellsman 2) Belum adanya persesuaian paham terhadap Hanya serikat pekerja/buruh
!cepmu_n.gmv- starat-syarat kerja ,atau dengan pengysaha
industria] kmdaam’liugkungan kerja ( seperti

(conflict

peralatan kenja,fasilitas dan lain-lain ), baik
interest ) atay (
bel

yang telah disetujui pleh kedua belah pihak
maupun karena perkembangan keadaan
tertenty .

b)  Hal-hal lain yang tidak normatif

geschillen )

*) Gugatan diajukan ke:
- Pengadilan Negeri untuk kasus Perbuatan Melanggar Hukum

= P4D/P4P untuk kasys perselisihan ketenagakerjaan’

lagi apa yang dimaksud dengan konflik, yaity situasi atau keadaan dua atau lebih
pihak memperjuangkan tujuan masing-masing yang tidak dapat dipersatukan dan

masing-masing pihak tersebut berusaha untuk menyakinkan pihak ]ain tersebut

Berikut juga akan dijelaskan dengan bagan mengenai proses pentelesajan

pada Hubungan Industria] dan Pemutusan Hubungan Kerja sebagai berikut:®

? Abdul Khakim,ibid.,hal.189
¥ Abdul Khakim,ibid.,hal.19]
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BAGAN 111

TAHAPAN PENY ELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN
INDUSTRIAL (PHI) DAN PEMUTUSAN H UBUNGAN KERJA (PHK)

PERUNDINGAN BIPATRIT
* Maksima | bulan (3 kalj pertemuan),
* Buah risajah.

BERHASIL GAGAL

* Buat Persetujuan bersamga (PB).
* Ajukan Penetapan ke p4p,

MEDIAS] ARBITRASE
(Pegawaj Perantara)
Maksimal 30 hari

BERHASIL,
*  Buat Persctujuan Bersama (PB)
*  Ajukan Penetapan ke P4D

PEGAWA] PERANTARA
Membuat anjuran

DITOLAK

ourm
BUMN

BERHASIL,
*  Buat Persetujuan Bersama (PB)

Ajukan Penetapan ke P4D,

*) Panitia Tenaga Kerja

P4 PUSAT
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BAB IV

PENUTUP

Dari penjabaran pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan

secara normatifnya sebagai berikut:

mereka akan mendapatkan hak-hak terutama berupa hak materiil, yaity
berupa Uang Pesangon,Uang Penghargaan Masa Kerja,dan Uang Ganti
Kerugian yang besarnya tergantung pada alasan diadakannya PHK tersebut.
Alasan-alasan yang diajukan oleh pengusaha tersebut haruslah rasional atau
sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, baik dikarenakan faktor intern
Mmaupun faktor ekstern, dan tentunya tidak menyimpang darj peraturan per-
Undang—Undangan yang mengaturnya , kalau tidak demikian maka PHK
tersebut secara hukum tidgk sah.

2. Upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh pekerja bila hak-hak normatif

Perjanjian Kerja, Kesepakatan Kerja Bersama Yang telah dibuat , dap
peraturan pe_r-Undang-Undangan yang mengatur, Adapun prosedur
penyelesaiannya | pada tahap awal diadakan musyawarah untuk mencapai

kata sepakat antara pekerja/para pekerja dengan pengusaha, apabila tidak

59
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tercapai maka pekerja dapat menempuh jalur hukum pada tahapan-tahapan
selanjutnya tingkat Peémerantaraan ( Tripatrit ). kemudian ke tingkat Panitia
Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Tingkat Daerah ( P4D ), dan upaya
terakhir pada tingkat Panitia Penyelesaiqn Persclisihan Perburuhan Tingkat
Pusat ( p4p ) yang diatur lebih lanjut pada peraturan perUndang-Undangan

dalam bidang Perburuhan 5

2. SARA'_N
Berikut saran-saran Yang diajukan oleh penulis berkenaan dengan isi darj
bab-bab sebelumnya dan kesimpulan dj atas-

* Pemberdayaan pekerja di tingkat perusahaan, terutama peningkatan dj
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terwujud terutama untuk melindungi pihak pekerja karena mereka pihak
yang paling banyak dirugikan dan lemah dalam hubungan industrial,
dengan meninjau kembal; aturan perUndang—Undangan Yang sudah ada,
terutama berkenaan dengan proses penyelesaian perselisihan perburuhan,

terutama berkenaan dengan PHK,dimana belum dapat memberikan
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